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PROVINSI DIY kembali menoreh-

kan prestasi pada bidang pariwisata.

Bersama Desa Wisata Jatiluwih Bali;

Desa Wisata Wukirsari Imogiri Bantul

menerima penghargaan Best Tourism

Villages 2024 dari organisasi pariwisa-

ta dunia UNWTO (United Nations

World Tourism Organization) edisi

keempat yang diselenggarakan di

Cartagena de Indias, Kolombia, Kamis

14 November 2024, atau Jumat 15

November 2024, waktu Indonesia.

Penghargaan Best Tourism Villages

atau Desa Wisata Terbaik Dunia itu

bertujuan untuk menjaring desa-desa

yang berhasil mengembangkan pari-

wisata secara berkelanjutan dengan

melibatkan masyarakat setempat dan

melestarikan tradisi lokal. Program itu

menghimpun jaringan desa wisata

global terbesar dengan 245 desa hingga

2024. Wukirsari dan Jatiluwih berhasil

mengikuti jejak Desa Wisata Nglang-

geran DIY yang meraih gelar pada

2021 dan Desa Wisata Panglipuran

Bali pada 2023.

Wakil Desa Wisata Tingkat Dunia

dari Indonesia jadi 4, yakni 2 dari DIY,

dan 2 dari Bali. Keempat desa wisata

tersebut telah memiliki sertifikat desa

wisata berkelanjutan serta lolos sembi-

lan poin penilaian desa wisata tingkat

dunia. Penilaian tersebut yakni (1)

sumber daya alam dan budaya; (2) pro-

mosi dan konservasi sumber daya bu-

daya; (3) keberlanjutan ekonomi; (4)

keberlanjutan sosial; (5) keberlanjutan

lingkungan; (6) pengembangan pari-

wisata dan integrasi rantai nilai; (7)

tata kelola dan prioritas pariwisata; (8)

infrastruktur dan konektivitas; serta

(9) jaminan kesehatan, keselamatan,

dan keamanan (UNWTO, 2024).

Desa Wisata Wukirsari pada tahun

2023 meraih Juara 1 pada klasifikasi

Desa Wisata Maju pada ADWI (Anuge-

rah Desa Wisata Indonesia) Kemente-

rian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia. Selain itu Wukir-

sari juga memecahkan rekor MURI de-

ngan jumlah pembatik terbanyak (640

orang) di Indonesia, menjadi daya tarik

wisatawan. Kenaikan kelas desa wisa-

ta Wukirsari cukup cepat, dari juara

ADWI pada tahun 2023 menjadi ting-

kat dunia UNWTO di tahun 2024,

karena memiliki dua warisan budaya

tak benda dunia. Dua warisan ini

adalah berupa batik dan wayang (300

perajin). Wukirsari berubah dari desa

buruh batik menjadi desa wisata batik

inovatif, memadukan warisan budaya

dengan praktek ekonomi kreatif berke-

lanjutan. Kerajinan batik Wukirsari

merupakan batik tulis warisan Keraja-

an Mataram Islam sejak Sultan Agung

Hanyokrokusumo pada tahun 1634.

Desa Wisata Wukirsari juga menjadi

model pariwisata berkelanjutan kare-

na inisiatif ìBecik Resik Karangkulonî,

yakni program zero waste, pengelolaan

sampah bebas plastik. Kegiatan pasar

lokal seperti Sor Jati dan Jolontoro

mempromosikan nilai-nilai tradisional

dengan menggunakan dedaunan dan

bahan alam sebagai bungkus untuk

menghindari konsumsi plastik. Selain

itu Wukirsari juga menekankan kon-

servasi air dan perlindungan keaneka-

ragaman hayati untuk mempertahan-

kan lingkungan alam. Komitmen ini

telah mengukuhkan Wukirsari sebagai

Pariwisata Berkelanjutan yang terser-

tifikasi desa oleh Dewan Pariwisata

Berkelanjutan Indonesia (ISTC).

Wukirsari juga menetapkan standar

pelayanan sesuai ISO 9001:2015, me-

mastikan wisatawan memperoleh ke-

ramah-tamahan tinggi saat menikmati

budaya lokal Wukirsari. Ada

standar pada setiap aspek

wisata mengikuti prosedur

pelayanan dari kedatangan

hingga pengalaman tinggal

yang ramah dan berkesan

(UNWTO, 2024). Wukirsari

menggabungkan manajemen

modern dengan pesona alam

dan warisan budaya.

Pengembangan Desa Wisa-

ta merupakan langkah peme-

rintah untuk menggali poten-

si baru kepariwisataan di da-

erah, juga untuk mendorong

transformasi sosial, budaya,

dan ekonomi desa, yang pada

akhirnya dapat berdampak

bagi kesejahteraan masyara-

kat setempat. ADWI meru-

pakan transformasi dari kebijakan

pembangunan Desa Wisata yang dise-

lenggarakan oleh Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak

tahun 2021 hingga saat ini. ADWI di-

harapkan dapat menjadi wahana pro-

mosi wisata bagi wisatawan domestik

maupun mancanegara, serta memoti-

vasi pemerintah desa dan pemerintah

daerah di seluruh Indonesia untuk da-

pat mengembangkan dan menggali

potensi wisata di daerahnya.

Peserta ADWI merupakan desa-desa

wisata unggulan di seluruh Indonesia,

pada malam puncak ADWI akan dipi-

lih beberapa desa wisata terbaik sesuai

nominasi. Pada ADWI tahun 2024 pa-

da 17 November 2024, wakil DIY me-

raih Juara 1 Kategori Desa Wisata Ma-

ju yakni Desa Wisata Jatimulyo Giri-

mulyo Kulonprogo; dan Juara 1 Kate-

gori Kelembagaan dan SDM yakni De-

sa Wisata Krebet Pajangan Bantul, De-

sa Wisata Sambirejo Prambanan Sle-

man dan Kampung Wisata Rejowina-

ngun Kotagede Yogyakarta juga me-

raih penghargaan kategori Desa Wisa-

ta Berkelanjutan. Semoga ADWI ini

membawa dampak secara langsung ba-

gi desa wisata tersebut, baik secara

ekonomi, sosial, dan budaya dalam ma-

syarakat. (*)-d

*)Arif Sulfiantono MAgr MSI,

Penyuluh Wisata Dispar DIY & Dosen

Praktisi Prodi Bisnis Perjalanan

Wisata Sekolah Vokasi UGM.

Ancaman Politik Uang dalam Pilkada

Arif Sulfiantono

Mendiktisaintek mengungkapkan ada

960.000 mahasiswa di Indonesi terlibat judi on-

line.

- Sangat tragis!

***

Seto Budiyanto terpilih menjadi Ketua

Komisi Pemberantas Korupsi 2024-2029.

- Masih ada OTT?

***

Kapolresta Yogyakarta mengingatkan ancam-

an pidana politik uang dalam Pilkada 2024.

- Jadi korban politik.

’Best Tourism Villages’ Wukirsari

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada)

27 November 2024 dikhawatirkan diwar-

nai merebaknya politik uang. Menurut

Komisi Pemilihan Umum (KPU), politik

uang adalah suatu bentuk pemberian

atau janji menyuap seseorang, baik su-

paya orang itu tidak menjalankan

haknya untuk memilih maupun supaya

ia menjalankan haknya dengan cara ter-

tentu pada saat pemilihan umum.

Kini menjelang perhelatan Pilkada di-

gelar isu politik uang makin santer

mengingat menurut Litbang

Kompas (5/11) ada sekitar 36,5 pe-

milih yang belum menentukan pili-

han alias mengambang. Pasal 73

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pilkada mengatur larangan politik

uang pada pemilihan sebagai

berikut: (1) Calon dan/atau tim

kampanye dilarang menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempenga-

ruhi penyelenggara pemilihan

dan/atau pemilih.

(2)Calon yang terbukti melaku-

kan pelanggaran sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) berdasarkan

putusan Bawaslu Provinsi dapat

dikenai sanksi administrasi pem-

batalan sebagai pasangan calon

oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota. (3) Tim kampa-

nye yang terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) berdasarkan pu-

tusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pi-

dana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3)Selain calon atau pasangan calon,

anggota partai politik, tim kampanye,

dan relawan, atau pihak lain juga dila-

rang dengan sengaja melakukan perbu-

atan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya

sebagai imbalan kepada warga negara

Indonesia baik secara langsung ataupun

tidak langsung untuk: a. Mempengaruhi

pemilih untuk tidak menggunakan hak

pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan

cara tertentu sehingga mengakibatkan

suara tidak sah; dan c. Mempengaruhi

untuk memilih calon tertentu atau tidak

memilih calon tertentu.

Bak lingkaran setan yang sulit diurai

praktik politik uang selalu ditemukan.

Sebagian calon kepala daerah mengan-

dalkan uang untuk meraih kemenangan.

Politik uang menjadi strategi efektif kare-

na hanya dengan membagi-bagi uang

dan mengarahkan calon pemilih memilih

kandidat tertentu. Bahkan uang menjadi

senjata pamungkas akhir jelang hari H

pemungutan suara.

Politik uang karena itu merupakan

rezeki nomplok yang mereka tunggu-

tunggu. Politik uang baginya menjadi

rezeki yang wajar karena memang dibu-

tuhkan. Lemahnya pendidikan politik

kepada masyarakat soal politik uang

menyebabkan masyarakat mudah diper-

mainkan calon kepala daerah dengan

uang. Bukan lagi rumor dalam setiap

perhelatan demokrasi elektoral mulai

dari Pilkades sampai Pileg/Pilpres yang

beruang banyak pasti menang. Uang

menjelma menjadi alat pembeli dukung-

an.

Politik uang dari waktu ke waktu tidak

hanya mencederai Pilkada. Politik uang

menyebabkan kualitas Pilkada menu-

run. Harus ada upaya tegas memutus

rantai politik uang dengan tindakan te-

gas. Dengan hanya mengandalkan Ko-

misi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) terbukti ti-

dak cukup. Dalam kasus dugaan politik

uang kerapkali hanya gaduh di per-

mukaan tetapi kemudian hilang bak dite-

lan bumi.

Selain adanya larangan, sanksi tegas

diatur dalam Pasal 187A UU Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai

berikut: (1) Setiap orang yang dengan se-

ngaja melakukan perbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbal-

an kepada warga negara Indonesia, baik

secara langsung ataupun tidak langsung

untuk mempengaruhi pemilih agar tidak

menggunakan hak pilih, menggunakan

hak pilih dengan cara tertentu sehingga

suara menjadi tidak sah, memilih calon

tertentu, atau tidak memilih calon terten-

tu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam)

bulan dan paling lama 72 (tujuh pu-

luh dua) bulan dan denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ra-

tus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

(4)Pidana yang sama diterapkan

kepada pemilih yang dengan senga-

ja melakukan perbuatan melawan

hukum menerima pemberian atau

janji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Sosialisasi soal sanksi pidana dan

pembatalan calon yang bermain de-

ngan uang harus dilakukan. Ini un-

tuk menjaga martabat demokrasi.

Sayangnya sanksi sebagaimana

tertuang dalam UU No 10/2016 ti-

dak pernah tersosialisasikan de-

ngan baik.

Kini kita menuntut ketegasan

atas praktek politik uang. Pilkada

adalah momentum pesta demokrasi.

Pesta itu tidak sama dengan bagi-bagi

uang. Upaya menghentikan politik uang

memang tidak mudah namun dapat diga-

pai sepanjang ada kemauan politik dari

elite partai, penyelenggara Pilkada dan

pembuat undang-undang. (*)-d

*)Paulus Mujiran, pengamat politik,

tinggal di Semarang.

Paulus MujiranDarurat Judol Pelajar
MENTERI Pendidikan Tinggi,

Sains dan Teknologi (Mendiktisain-

tek) Satryo Soemantri Brodjonegoro

mengungkapkan bahwa 960.000

pelajar dan mahasiswa di Indonesia

terlibat dalam judi online (judol). Se-

bagian besar dari jumlah tersebut

berasal dari kalangan mahasiswa

Perguruan Tinggi Negeri maupun

Perguruan Tinggi Swasta di Indo-

nesia.

Data yang disampaikan Mendik-

tisaintek itu tentu sangat mempriha-

tinkan, bahwa judi online telah me-

racuni hampir satu juta mahasiswa

dan pelajar. Kondisi ini tentunya sa-

ngat tragis, bahwa para pemangku

pendidikan (formal) di Indonesia

telah kecolongan sehingga virus

dan racun judi online telah merasuki

sebagian mahasiswa dan pelajar.

Dilihat dari persentasi jumlah ke-

seluruhan mahasiswa dan pelajar di

Indonesia, memang masih kecil.

Namun kalau tidak segera ada tin-

dakan cepat dan tegas, tidak menu-

tup kemungkinan akan terjadi kon-

disi sangat mengerikan di kalangan

generasi emas Indonesia. Khusus-

nya untuk pelajar, mau tidak mau

para pemangku pendidikan harus

bergerak cepat. Kondisi ini harus

disikapi sebagai darurat judi online

untuk pelajar.

Sungguh ironis. Judi online yang

awalnya ber-ÕsumberÕ dari Kemen-

terian Komunikasi dan Informasi (Ko-

minfo), sudah demikian cepat men-

jalar di relung-relung kehidupan ma-

syarakat. Lebih tragis, sudah mera-

suki sebagian generasi harapan ma-

sa depan kita. Ini benar-benar harus

disikapi sebagai kondisi darurat un-

tuk kalangan pelajar khususnya.

Kementerian Komunikasi dan Di-

gital (Kemkomdigi) dan Otoritas Ja-

sa Keuangan (OJK) juga telah me-

lakukan upaya, dengan menginte-

trasikan sistem pendukung pelapo-

ran judi Online (judol) dalam upaya

meningkatkan layanan pelaporan

praktik perjudian Online. Menurut

Menteri Komunikasi dan Digital

Meutya Hafid, pihaknya terus me-

ngembangkan situs cekrekening.id

yang akan bekerja sama antiscam

center yang digagas OJK.

Pusat pelaporan yang terintegrasi

akan memudahkan warga menge-

nali rekening-rekening yang terindi-

kasi judi online dan kejahatan digital

lainnya. Dengan demikian, masya-

rakat bisa menghindari modus-

modus kejahatan dalam transaksi

keuangan digital.

Ditegaskan oleh Meutya Hafid,

penggabungan sistem pelaporan ju-

di online merupakan salah satu wu-

jud komitmen Kabinet Merah Putih

di bawah Presiden Prabowo Su-

bianto untuk memberantas judi on-

line. Bahwa semua lembaga terkait

harus secara bersama-sama mem-

berantas judi online.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ko-

munikasi dan Digital (Komdigi) Ne-

zar Patria di Surabaya menyatakan,

data dari Pusat Pelaporan dan Ana-

lisis Transaksi Keuangan (PPATK)

mencatat perputaran transaksi judi

online (judol) berpotensi mencapai

Rp 700 triliun, apabila tanpa lang-

kah intervensi. Data dari PPATK itu

perputaran uang (judi online) hampir

Rp 400 triliun dan jika tidak di-

lakukan upaya pencegahan, per-

putaran uang judi online bisa men-

capai Rp 700 triliun.

Oleh sebab itu, Kementerian

Komunikasi dan Digital melakukan

beragam langkah intervensi, seperti

pemblokiran terhadap akun judi on-

line yang tiap hari makin menggila.

Pemberantasan judi online tidak

cukup hanya dengan berbagai so-

sialisasi. Perlu tindakan konkret dan

tegas, tidak seperti waktu-waktu lalu

yang seolah ada ÔpembiaranÕ terha-

dap judi online. Kenyataan menun-

jukkan, gebrakan yang dilakukan

Presiden Prabowo Subianto telah

menunjukkan hasil signifikan. Selain

mengamankan para tersangka pe-

laku juga telah diamankan uang judi

online puluhan triliun rupiah.

Akan ada ÔpembiaranÕ judi online

lagi? Harus berantas tuntas dan

kikis habis judi online. ❑ - f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-

makasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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